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Abstrak
	Kebijakan politik negara dalam sistem daftar tunggu haji diwujudkan dalam bentuk intervensi negara dalam kehidupan beragama melalui regulasi. Pemerintah dalam hal ini menjalankan politik kekuasaan sekaligus menjaga stabilitas politik. Negara melalui Kemenag telah memonopoli penyelenggaraan haji karena terlibat sepenuhnya dalam tahapan regulasi, operasional, dan eksekusi di lapangan. Motif dari kebijakan ini adalah memperluas kekuasaan melalui reproduksi kekuasaan melalui sistem regulasi dan aturan yang ideologis demi penguasaan fungsi Kemenag yang strategis dan melimpah dengan sumber daya pendanaan bagi negara dan partai politik. Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab adanya politik negara dalam sistem daftar tunggu haji.  Lokasi penelitian  di Kota Denpasar yang memiliki jumlah calon jemaah haji terbesar di Provinsi Bali. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Alat analisis yang digunakan adalah teori kritis. Hasil penelitian ini mengungkap faktor penyebab adanya politik negara dalam sistem daftar tunggu haji antara lain: (1) politik dan ideologi negara; (2) politik dan ideologi partai; (3) leviathan kekuasaan negara dalam  kehidupan beragama; dan (4) stabilitas politik. 
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A. Pendahuluan
Tugas dan fungsi negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita sebuah masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan haji harus memenuhi rasa keadilan masyarakat yang tercermin dalam keprofesionalan penyelenggara haji. Penjabaran prinsip atau kebijakan penyelenggaraan haji adalah penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan (berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah atau tidak berpihak dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan haji), asas profesionalitas (harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaraannya) dan berdasarkan asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba (penyelenggaraan harus dilakukan dengan terbuka/transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum dengan prinsip tidak mencari keuntungan).
	Negara dalam hal ini diwakili oleh Kementrian Agama (Kemenag) bertanggung jawab langsung terhadap pengambilan kebijakan dan pengelolaan penyelenggaraan haji. Dalam hal ini, panggung hukum yang mengatur tugas pokok Kemenag sebagai penyelenggara haji dan umroh diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2008. Tuntutan  ditujukan kepada  penyelenggara yakni Kemenag agar bekerja efektif dan efisien dengan penekanan pada pelayanan yang berbasis customer value dan memosisikan diri sebagai public sevice. Namun demikian, harapan dan cita-cita tidak selalu sejalan dengan kenyataan di lapangan. Penyelenggaraan haji sarat dengan persoalan, salah satunya adalah terusiknya rasa keadilan akibat kebijakan daftar tunggu atau waiting list dalam pengelolaan haji.
Sejak tahun 2004, Kemenag melalui Surat Keputusan (SK) Dirjen hingga diperkuat Permen mulai menggunakan sistem daftar tunggu dalam pendaftaran berangkat haji. Dari tahun ke tahun sistem ini seperti bom waktu yang menebar teror sehingga muncul penumpukan Calon Jemaah Haji (CJH) hingga jutaan orang. Padahal sebelum tahun 2004 tidak pernah ada masalah dalam pelaksanaan haji bagi warga negara Indonesia. Faktanya, sebelum pemberlakuan sistem daftar tunggu jumlah jemaah haji Indonesia tidak pernah menembus 210.000 jemaah, karena sistem pendaftaran sangat singkat dan praktis bagi mayoritas umat Islam, karena jemaah yang berangkat benar-benar berkemampuan sesuai kriteria. Dalam catatan jumlah daftar tunggu pada tahun 2009 sekitar 800 ribu orang, tahun 2010 berjumlah 1,2 juta orang CJH, tahun 2011 berjumlah 1,4 juta orang CJH dan untuk tahun 2012 terhitung 1,9 juta orang CJH, sedangkan kuota per tahun adalah 211 ribu jemaah. 
Kondisi yang sama juga terjadi dengan CJH Bali, khususnya Kota Denpasar. Saat ini saja ada kurang lebih tiga ribu CJH Denpasar yang merasakan ketidakpastian keberangkatan mereka. Padahal mereka dengan setia menyetor cicilan Ongkos Naik Haji (ONH). Distribusi CJH di Kota Denpasar sebanyak 3.087 orang, Buleleng sebanyak 943 orang, Jembrana sebanyak 892 orang, Klungkung sebanyak 247, Gianyar sebanyak 227 orang, Karangasem sebanyak 315 orang, Bangli sebanyak 77 orang, Badung sebanyak 1.432 orang, Tabanan sebanyak 395 orang. Distribusi CJH di setiap kabupaten di mana Kota Denpasar merupakan yang terbesar. Rata-rata CJH yang diberangkatkan sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 adalah 613 orang, sementara kuota haji bagi Provinsi Bali adalah 512 orang.
Dengan adanya penambahan pendaftaran CJH yang signifikan tetapi tidak berbanding lurus dengan kuota yang disiapkan sehingga terjadi penumpukan CJH yang membutuhkan waktu antrean selama 10-15 tahun. Sudah dapat dipastikan konsekuensinya adalah membludaknya jumlah CJH yang mengantre untuk diberangkatkan. Data terkini di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) saat ini ada 2.288.189 CJH. Padahal sistem ini diklaim sebagai sistem yang dapat mengatasi berbagai kelemahan penyelenggaraan haji. Sistem ini juga oleh Kemenag dianggap solusi bagi pelayanan haji yang manusiawi  (http://hukum.kompasiana.com).
		Kemenag bukan institusi yang bebas dari kepentingan politik dan telah lama menjadi arena kontestasi dan pertarungan kekuasaan dari berbagai latar belakang organisasi politik yang hidup di Indonesia (Saidi, 2004:56). Sejak merdeka, Kemenag selalu menjadi incaran partai politik tertentu karena dianggap strategis baik untuk mengembangkan partai maupun menjadi sumber keuangan partai.
	”Diharapkan sebagai kelanjutannya, Masyumi menguasai politik Indonesia... dalam rangka ini ia teringat pada para jemaah haji. Dasar pemikirannya ialah bahwa para jemaah sudah dipermudah dengan berbagai fasilitas untuk naik haji. Oleh sebab itu, akan lebih bermanfaat bila umat seluruhnya juga memperoleh keuntungan dari para jemaah: dengan menambah dana partai dari kesempatan naik haji hari ini...” (Noer, 1987: 68).
		 
 Indikasi adanya penyimpangan dalam manajemen dan pengelolaan keuangan haji menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini melakukan kajian lebih mendalam dengan dukungan undang-undang KPK yaitu  sebagai pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 di mana Pasal 6 huruf e, KPK mempunyai tugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejauh ini, KPK melalui temuannya pada April 2010 memfokuskan pada aspek yang harus ditindaklanjuti yaitu aspek regulasi, kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM dan manajemen kesehatan haji (http://acch.kpk.go.id/kajian-sistem-penyelenggaraan-ibadah-haji). 
Anggito Abimanyu menyuarakan bahwa ada banyak sisa kuota jemaah haji yang selama ini diperjualbelikan melalui transaksi di bawah meja dengan petugas.  Kemudian, adanya ketidakpercayaan dari calon jemaah haji karena pengelolaan haji yang tidak transparan. Menurutnya,  CJH yang sudah daftar dan punya jatah satu kursi, akan tetapi tidak memperoleh kejelasan waktu berangkatnya (http://www.tempo.co). Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran dan keadilan. Islam melarang praktik jual beli dan taklid (menghitung yang belum jelas) tetapi Islam mengajarkan transparansi dan keterbukaan (Fatwa, 2001:xiii). 
	Penyimpangan pengelolaan haji dengan sistem daftar tunggu memperlihatkan negara telah bertindak sewenang-wenang dan membuka lebar celah-celah ketidakadilan. Hal ini bertentangan dengan konstitusi dan  nilai-nilai Islam  dalam bernegara yang mengajarkan prinsip persamaan (musaawah), keadilan (‘adaalah) kebebasan (hurriyyah), musyawarah (syuraa) dan konsensus bersama (ijma) (Kamaruzazaman, 2001). Karena itu, perlu kiranya  membicarakan substansi permasalahan ini lebih mendalam  dengan kerangka pemikiran  kritis dan berbasis kajian budaya.
Studi ini difokuskan pada memberikan penjelasan bahwa telah terjadi politisasi negara/Kemenag melalui kebijakan daftar tunggu dalam penyelenggaraan haji. Studi ini dianalisis secara kritis dengan memposisikan dirinya sebagai panduan kepada pengambil keputusan dalam hal ini Kemenag khususnya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan menjadikannya sebagai pertimbangan sebagai upaya memberbaiki sistem pengelolaan haji yang berkeadilan untuk masyarakat dan umat. Selain itu, studi ini mendiskusikan mengapa pemerintah melakukan kebijakan daftar tunggu dalam  penyelenggaraan haji.

B. Metode Penelitian
	Penelitian ini menggunakan pendekatan humaniora dan sosial keagamaan, Assegaf (2007:17) berpendapat bahwa penelitian ini mencakup  rangkaian peristiwa, institusi, organisasi, dan pola perilaku dalam kehidupan umat Islam, wilayahnya bersifat aktual, empiris, dan deskriptif yang menekankan perhatiaannya pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan sedang sasarannya adalah “agama sebagai gejala sosial”. Walaupun terkait dengan isu-isu sosial keagamaan, penelitian ini tidak termasuk dalam katagori penelitian agama, karena penelitian agama menggunakan objek material perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh kepercayaan agamanya dan kepercayaan agama yang dipengaruhi oleh pertumbuhan masyarakat (Sumardi, 982:53). Kajian ini berdasarkan keadaan di lapangan (field research) oleh karena itu menuruti kaidah-kaidah teori sosial secara umum. 
	Alat analisis yang dikembangkan adalah alat analisis yang umum digunakan dalam kajian budaya yang bersifat bersifat “eklektif”: dekonstruktif, analitis-interpretatif, dan intuitif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1992) lebih memperhatikan proses dari pada produk. Hal ini disebabkan oleh cara peneliti mengumpulkan dan memaknai data, setting atau hubungan antarbagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata atau gambar-gambar daripada angka. Penelitian kualitatif mencoba menganalisis data secara induktif. 
		Setelah data terkumpul dan diklasifikasi, maka dilakukan analisis dengan teori Ideological State Apparatus (ISA) Louis Althusser.  Teori ini terangkum dalam aspek keagamaan, pendidikan, hukum, keluarga, politik, komunikasi, serta moralitas. Teori ini menganalisis  hubungan antara pemilik kuasa ideologis dalam hal ini pemerintah, Kemenag dan partai politik dan sasaran ideologis yaitu calon jemaah haji.

C. Hasil dan Pembahasan 
Perencanaan Bisnis Online Aghnia Store
	Pembahasan dalam artikel mencakup beberapa faktor penyebab adanya politik negara dalam sistem daftar tunggu antara lain: (1) politik dan ideologi negara; (2) politik dan ideologi partai; (3) leviathan kekuasaan negara dalam  kehidupan beragama; dan (4) stabilitas politik. 

Politik dan Ideologi Negara
	Seperti yang disampaikan di awal bahwa permasalahan sistem daftar tunggu haji bukan hanya sekadar masalah manajerial tetapi merupakan masalah politik karena berhubungan dengan masyarakat luas. Dengan mengedepankan fakta bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam dan berniat pergi menunaikan ibadah haji. Selama proses ini berlangsung, persoalan-persoalan di sekitar masalah haji menjadi bernuansa politis, manakala ada sebagaian masyarakat ter-operasi, mengalami ketidakadilan dan diskriminasi. Oleh karena itu, mengkajinya juga harus melalui kacamata politik, yang membangkitkan emansipatoris masyarakat setelah sekian lama merasakan ketidakadilan. 
	Dalam konteks memahami politik ada beberapa kata kunci yang inheren di dalam pengertian politik itu sendiri di antaranya adalah kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan partai politik. Dengan demikian, politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat  yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan  khususnya dalam negara. Politik negara dalam haji seyogianya mengedepankan equality atau persamaan hak dan kewajiban, karena menyangkut kebijakan publik. Ikhwal penerapan sistem daftar tunggu oleh seorang informan, juga dianggap jauh dari asas keadilan:
	”Pendaftaran sebelum sistem daftar tunggu  biasanya lima bulan sebelum musim haji masa pembukaan pendaftaran dan ditutup dua bulan sebelum pemberangkatan, di mana setiap orang baik orang kaya lama ataupun orang kaya baru memiliki kesempatan yang sama. Orang berumur dan muda, yang sudah berhaji maupun yang belum berhaji. dan ternyata selama Indonesia merdeka sistem pendaftaran haji ini tidak pernah menimbulkan persoalan, karena jumlah terbanyak hanya maksimal berkisar 100 hingga 190 ribu jemaah. Kementerian agama tahun 2004 menganggap kurangnya pendaftar haji sebagai masalah yang harus diatasi, maka lahirlah sistem antrean” 	(wawancara, tanggal 30 Mei 2014).		
	Ada dua poin penting yang disampaikan oleh informan; pertama gagasan persamaan hak dalam pelayanan haji yang diingkari, dan yang kedua bahwa pada dasarnya kebijakan sistem daftar tunggu ini lahir bukan murni demi kepentingan umat, tetapi  diawali dengan perhitungan matematis ekonomis. Dalam hal ini perlu mendalami apakah motif kebijakan politis pemerintah dalam haji. Studi Bourdieu (1960) di Algeria mengungkapan bagaimana kekuatan politik status quo mempertahankan dominasinya:
	“…perpetuated through the reproduction of forms of domination by state 	institutions and their actors” (www.soscialistreviewindex.org.uk).
	Menurut Bourdieu  kekuasaan terus menerus direproduksi dalam berbagai institusi negara dalam bentuk regulasi atau aturan. Kebijakan pemerintah melalui wacana regulasi atau aturan menurut Bourdieu mengandung kekerasan simbolis karena kebijakan tersebut memiliki landasan kognitif yang rasional. Logika yang dibangun pemerintah adalah; masyarakat sebagai objek kekuasaan harus taat dan patuh demi jalannya pemerintahan. 
“...the coercion which is set up only through the consent that the dominated cannot fail to give to the dominator...when their understanding of the situation and relation can only use instruments of knowledge that they have in common with the dominator, which, being merely an incorporated form of the structure of the relation of domination, make this relationship appear as natural (Pierre Bourdieu, 1962).	
	Menurut Bourdieu kekerasan tidak selalu bersifat koersif, tetapi dapat berupa aturan, regulasi atau norma yang secara alamiah dipahami oleh masyarakat. Melalui regulasi dan aturan ini struktur negara dengan pemerintah sebagai aktor penguasa dan masyarakat sebagai objek kekuasaan terbentuk. 
	Sistem daftar tunggu menjadi bersifat ideologis ketika kebijakan ini dianggap satu-satunya jalan untuk memperbaiki menajamen haji. Bahkan seorang informan menganggap sistem ini harus diterima secara bulat:
	“Daftar tunggu adalah konsekuensi yang harus dapat diterima, sama seperti kuota yang tidak bisa kita ubah karena sudah dari sananya (Arab)” (wawancara, 3 Juni 2014).
	Dengan klaim kebenaran seperti yang disampaikan informan di atas, menurut Althusser (dalam Takwin, 2009) wacana seperti sistem daftar tunggu sudah bersifat ideologis di mana posisi subjek mengalami dominasi dan terdominasi. Kebijakan itu juga merefleksikan hubungan imajiner dari relasi-relasi kekuasaan dalam konteks haji. Eksistensi materialnya adalah kebijakan ini menjadi aparatus bagi pemerintah untuk menundukkan masyarakat khususnya CJH. Setelah ditundukkan menurut Althusser ideologi juga memproduksi sumber daya manusia dan menjadi piranti material yang mempersembahkan dirinya pada ’altar suci’ keinginan dan tujuan penguasa.  Reproduksi submisi terhadap ideologi yang sedang beroperasi terhadap CJH, dan reproduksi keahlian dalam memanipulasi ideologi yang sedang beroperasi secara tepat,  sehingga umat pun akan tunduk kepada dominasi elit berkuasa.

Politik dan Ideologi Partai dan Organisasi Masyarakat
1) Kontestasi NU dan Muhammadiyah 
Clifford Geertz (1981) membagi masyarakat Jawa ke dalam tiga kelompok kategori yakni kelompok priyayi, santri dan abangan. Pengelompokkan ini kemudian bereskalasi menjadi friksi yang tajam dalam kehidupan sosial politik terutama di bawah pemerintahan rezim orde Baru yang merencanakan dan mengambil keuntungan dari perpecahan ini. Kelompok priyayi merujuk pada kelompok yang dianggap berasal dari keturunan bangsawan, sedangkan kelompok santri adalah kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan mengamalkan agama. Kelompok abangan adalah kelompok masyarakat yang tergolong bukan priyayi ataupun bukan santri, mereka masih mempertahankan nilai-nilai kejawen sembari memiliki relativisme doktrin Islam. Polarisasi terjadi ketika kelompok abangan secara institusional diwadahi oleh Nadhlatul Ulama dan kelompok santri cenderung merujuk kepada Muhammadiyah meskipun santri terdiri berasal dari banyak elemen termasuk santri NU. 
Dalam pemerintahan rezim orde Lama dan orde Baru kontestasi politik lebih didominasi di antara dua ideologi besar Islam di Indonesia yaitu Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah.  Selain itu, ada banyak ormas Islam yang secara institusional mandiri namun masih memegang erat ideologi besar yang ada. Kepemimpinan Departemen Agama pada saat itu dipegang silih berganti antara NU dan Muhammadyah. Namun, pada kepemimpinan presiden Suharto, keberadaan ormas Islam khususnya NU diberangus dan dikerdilkan. Beberapa ormas Islam (NU, Permusi, SI, dan Perti) berfusi ke dalam satu partai membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setelah reformasi, ada lima partai Islam yang berpeluang memimpin Kemenag. Golkar juga pernah menempatkan kadernya sebagai Menteri Agama seperti H. Alamsyah Ratu Perwiranegara yang secara ideologis adalah seorang masyumi, Prof. Mukhti Ali dan H. Munawir Sadjali. Dari kalangan Muhammadiyah ada H. Rasjidi, KH. Fakih Usman, Prof. M. Malik Fajar.  Partai-partai berideologi Islam memiliki kesamaan pandang tentang posisi strategis Kemenag dalam praktik kekuasaan. Hal yang sama diungkapkan oleh seorang informan:
”Posisi strategis Kemenag sebagai inceran partai politik adalah sangat logis. Hari hari ini alokasi APBN terbesar ke-5 adalah Kementrian Agama. Jadi, posisi Kemenag sangat strategis. Kalau ini dipergunakan sebaik-baiknya akan mencerdaskan umat Islam itu sangat strategis” (wawancara, tanggal 30 Mei 2014).	
Merujuk penuturan informan, partai-partai Islam sebagai pemilik kuasa ”pengetahuan” yang berbasis pengetahuan agama. Dalam hal ini Foucault (1980) berpendapat  kebenaran selalu terkait relasi kekuasaan dalam ranah sosial dan politik. Kalau Foucault berargumen hubungan kebenaran dan relasi kekuasaan berada dalam praktik-praktik diskursif, maka Althusser (dalam Larrain, 1996) menganggap bahwa ideologilah yang menjadi bagian organik yang terus menerus diproduksi dan eksis dalam organisasi sosial dan pemerintahan. Karena itu Kemenag dengan kebijakan sistem daftar tunggu adalah refleksi ideologis dari partai politik.

Tabel. 1 Irisan Ideologis Ormas dan Partai Islam
	Ormas
	Nahdlatul  Ulama 
	Muhammadiyah 
	Lain-lain

	Partai
	
	
	

	PPP
	Individual, 
	Individual
	 

	
	
	
	

	PKB
	Ideologis, Institusional
	 
	 

	
	
	
	

	PAN
	 
	Ideologis, Institusional
	 

	
	
	
	

	PKS
	 
	 
	Ikhwanul Muslim

	
	
	
	

	PBB
	 
	Individual
	 

	
	
	
	


Rivalisasi NU dan Muhammadiyah dalam ranah politik sejatinya bukanlah masalah yang besar, hanya saja ada tembok yang dinamakan khilafiyyah pada masalah  furu’ yang sering menjadi kambing hitam persoalan dalam masyarakat muslim Indonesia. Sehingga pada kondisi-kondisi tentu kedua ormas tersebut tampak sulit untuk mencapai kata bersatu (http://www.nu.or.id). 
”Muhammadiyah polos-polos saja, tidak ambisius kalau dipanggil menjabat karena dipercaya. Muhammadiyah itu organisasi dakwah, kalau dianggap mampu (duduk di Kemenag) ya itukan haknya presiden. Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang cerdas seperti Mukti Ali, Hamkah gak pernah ambisius. Pengangkatan mereka objektif patut menjadi pembantu presiden. Isu-isu belakangan ini, dengan dana umat karena ada hal-hal yang menurut saya kurang amanah, atau hal-hal lain persaingan dakwah” (wawancara, tanggal 23 September 2014).
 2) Pengekangan Partai Politik Islam
	Pengekangan partai politik Islam sudah terjadi sejak  masa pemerintahan kolonial. Partai politik Islam dibubarkan dengan kekerasan. Setelah kedatangan Snouck Hurgronze pemerintah Belanda membedakan Islam dalam arti ‘ibadah’ dengan Islam sebagai ”kekuatan sosial politik” oleh Kemkamp disebut Splitsingttheorie untuk mengantisipasi poltik Islam yang pada hakikatnya tidak memisahkan politik dengan ibadah.  Kegiatan haji juga dicurigai sebagai kegiatan makar.  Pada tahun 1908 pemerintah kolonial Belanda didesak untuk mengambil tindakan terhadap ibadah haji ke Makkah. Para haji secara politis dinilai berbahaya dan karena itu ditegaskan bahwa melarang perjalanan haji lebih baik dari pada kemudian terpaksa harus menembak mati mereka (Suminto, 1985:22). 	
Setelah merdeka, pemerintahan Sukarno juga pernah membubarkan partai Masyumi. Meskipun partai-partai Islam telah dibubarkan secara resmi, namun Islam tetap merupakan sumber penting bagi legitimasi politik bahkan menjadi faktor yang lebih penting lagi bagi identitas kelangsungan politik (Abdurrahman, 2009:32). Pada era rezim orde Baru, presiden Suharto melakukan pengkerdilan partai Islam. Nahdlatul Ulama dianggap sebagai ancaman karena itu Suharto membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tujuan menggembosi kekuatan NU. Hal ini dituturkan juga oleh seorang informan:
”PPP itu fusi dari 4 partai Islam, NU, Perti , SI, dan Permusi. Ini sejarah yang tidak bisa dipungkiri, pada jaman orde baru selain Golkar semua adalah anak tiri. Orang NU tidak diijinkan menjadi ketua, yang dapat ijin hanya Permusi. NU dikerdilkan, ini adalah tindakan pak Harto takut PPP besar dan  membonsai PPP . Tahun 1983/84 Muktamar NU di Situbondo dianulir. Karena NU ga boleh menjadi ketua PPP itu maka NU memutuskan kembali Khhitah. Ekstrimnya NU keluar dari PPP” (wawancara, 30 Mei 2014).
Melalui diskursus orde Baru menurut informan, partai-partai Islam mengalami pelabelan sebagai partai yang berbahaya dan tidak sejalan dengan program pemerintah. Dampak tindakan represif rezim orde Baru terhadap partai politik  Islam, menyebabkan termaginalkannya pemikir-pemikir kritis Islam.  Di bawah kekuasaan rezim orde Baru, pemerintah hanya merangkul tokoh-tokoh Islam moderat yang bersahabat atau  konformis dengan agenda pembangunan. Karena itu model kepemimpinan di Kemenag masih belum menunjukkan sebuah semangat baru yang sungguh-sugguh lahir dari rakyat dan membela kepentingan rakyat. Salah seorang informan memperkuat argumentasi ini: 
	”Pemimpin-pemimpin Kemenag sesungguhnya belum terlepas dari kekuatan status quo, mereka pernah mengecap hubungan yang mesra dengan rezim ode Baru. Tak heran kebijakanya juga ga berubah. Paradigmanya ya itu-itu juga” (wawancara, tanggal 3 Juni 2014).

Pernyataan informan di atas mendukung penjelasan mengapa sistem daftar tunggu dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan dan tidak berpihak kepada masyarakat.  Foucault menyatakan hal ini secara spesifik bahwa  kekuasaan selalu berusaha mempertahankan status quo ” power maintains the status quo, keeps things going” (Foucault, 2004). Menurut Foucault rezim kebenaran “The Enlightenment” membuat kategori-kategori dan menyingkirkan kelompok-kelompok marginal yang tidak termasuk dalam katagori tersebut. Dengan mekanisme yang sama rezim orde Baru mempertahankan kekuasaannya dengan memperkukuh wacana pembangunan dan menggiring semua pihak  yang dianggap menentang keluar dari arena politik. 

Leviathan Kekuasaan Negara dalam Kehidupan Beragama
		Kehidupan beragama sebagai praktik kehidupan sehari-hari masyarakat merupakan isu domestik-privasi yang telah diinterupsi oleh negara. Ada berbagai argumentasi tentang bagaimana seharusnya hubungan negara dengan agama. Salah satunya adalah bahwa politik dalam perspektif Islam tidak mengakui adanya pertentangan maupun pemisahan yang berarti antara kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu, kekuasaan negara meluas ke seluruh sektor kehidupan (Maududi, 1995: 176). Akan tetapi, ada kesepakatan di antara kaum muslim bahwa negara diperlukan untuk mencapai cita-cita masyarakat secara bersama-bersama (Thaba, 1996). Negara memiliki otoritas mengatur hubungan antara masyarakat dengan sesamanya, sedangkan agama memiliki otoritas mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan ini menjadi canggung karena agama (Ilahiyah) yang bersifat suci dan sakral harus berhadapan dengan politik negara (siyasah) yang bersifat profan dan keduniawian.
	Campur tangan negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menggambarkan betapa besarnya postur kekuasaan negara. Sebagai ilustrasi, Thomas Hobbes (dalam Suhelmi, 2001) mengibaratkan kekuasaan negara  sebagai monster  Leviathan, sejenis mahkluk raksasa yang ganas, menakutkan dan bengis (lihat ilustrasi Leviathan pada lampiran 4!). 
Mahkluk ini selalu mengancam keberadaan makhluk-makhluk lainnya dan dipatuhi perintahnya. Menurut Hobes negara harus seperti Leviatahan berkuasa mutlak mengatur masyarakat karena dengan cara inilah masyarakat menjadi tertib dan bahagia. Dalam konteks penyelenggaraan haji, sangat jelas terlihat bahwa negara punya wewenang yang sangat besar lalu mengenyampingkan suara rakyat. Beberapa tindakan negara merefleksikan kekuasan tak terbatas melalui Kemenag seperti: melakukan monopoli penyelenggaraan haji, menerapkan sistem daftar tunggu secara sepihak, mempergunakan jatah kuota dengan dalih wewenang penyelenggara, dan seterusnya. Informan mengisyaratkan adanya kuasa absolut yang dipraktikkan pemerintah dalam menjalankan program-program Kemenag:
	”Pemerintah sudah membuat aturan, masyarakat tinggal menerima saja. Regulasi kan wewenang pemerintah ga perlu dicecokin lagi. Toh semuanya untuk kebaikan jemaah haji” (wawancara, tanggal 28 Mei 2014).
Makna dari penuturan informan adalah bahwa pemerintah memandang rendah rakyat  dengan tidak mengabaikan aspirasi mereka. Negara menuntut kepatuhan mutlak dari rakyatnya demi berjalannya agenda pemerintah. Makna dominatif kekuasaan negara didukung karena adanya legitimasi “ the state is a relation of men dominating men, a relation supported by means of legitimate.” (Weber, 1946). Otoriterisme menjadi pilihan negara untuk menjaga pembangunan ekonomi tetap berlangsung. 
	Komunikasi politik yang monolog oleh Kemenag dalam kasus sistem daftar tunggu haji ternyata mengalami resistensi masyarakat. Kekuasaan negara yang besar melalui representasi Kemenag vis a vis masyarakat. Perlawanan ini diwakili oleh sebuah organisasi nirlaba bernama Pusat Advokasi Haji (Pusaka) dengan membuat sebuah petisi penolakan di media online (http://www.change.org). Petisi ini telah ditutup dan ditandatangani oleh 931 orang. Pusaka dalam tuntutannya menyatakan hal terkait  sistem daftar tunggu haji yang telah menciderai keadilan: (1)  menuntut penghapusan sistem daftar tunggu  untuk pendaftaran haji; (2) mengutuk penistaan agama oleh Kemenag dan Surya Darma Ali yang menyimpan dana haji pada bank dengan sistem riba; (3) menolak segala bentuk komersialisasi atas nama agama maupun Kemenag atas calon jemaah haji; (4) mendesak KPK untuk mengusut penyimpangan keuntungan setoran awal CJH; (5) mendesak pemerintah untuk menghapus dana abadi umat dan penerimaan dari efesiensi penyelenggaraan ibadah haji dimasukan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan (6) mendesak Presiden dan DPR untuk menempatkan kementerian luar negeri sebagai penanggung jawab utama penyelenggaran haji. Lihat gambar 1!
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Gambar 1. Petisi Penolakan Sistem Daftar Tunggu di Media Online
Sumber: www.change.org

Ada dua argumentasi penting yang disampaikan oleh Pusaka; yang pertama bahwa negara telah menjamin kebebasan warga negara untuk melaksanakan perintah agama sesuai penegasan UUD 1945. Perintah haji adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan (isthata’ah) aspek material serta lahir dan batin (as-shikkah). Sejak tahun 2004 Kemenag melalui SK Dirjen hingga diperkuat Permen, mulai menggunakan daftar tunggu dalam pendaftaran berangkat haji. Ternyata dari tahun ke tahun sistem ini seperti bom waktu  sehingga muncul penumpukan calon jemaah haji hingga jutaan orang. Yang kedua bahwa Kementerian Agama sebagai regulator, operator, dan evaluator telah merampas hak konstitusional warga negara untuk secara bebas menunaikan kewajiban haji bagi yang mampu melalui sistem daftar tunggu dengan biaya uang muka Rp. 25 juta bagi ONH regular dan 4000 USD bagi ONH khusus. Atas asumsi aturan tersebut adalah untuk keadilan bagi yang mampu maupun yang tidak mampu. Kemenag telah mengingkari jaminan umur dan jaminan rezeki seseorang, padahal UU No. 13 tahun 2008 menetapkan pendaftaran memiliki batas waktu hingga kuota permusim haji habis. Nyatanya, Kemenag melalui Permen No. 6 tahun 2008 malah terus menjual kuota hingga musim haji yang tidak terbatas, maka wajar jika masyarakat semakin tertinggal jika menunda daftar haji.
	Resistensi dan akomodasi menurut Giddens (1979) selalu menandai hubungan struktur dan agen. Penolakan masyarakat terhadap sistem daftar tunggu adalah praktik sosial yang hadir karena bekerjanya kekuasaan. Aktivitas  dari penolakan sebagaian anggota masyarakat terhadap sistem daftar tunggu ini telah terorganisasi dalam konteks ruang dan waktu.  Foucault (1978) menyatakan, bahwa resistensi selalu hadir bersama kekuasaan, dan “di mana ada kekuasaan, di sana ada resistensi”, sehingga adanya kekuasaan selalu dihadapi dengan perlawanan:  
”If there was no resistance, there would be no power relation. Because it would simply be a matter of obedience. You have to use power relation to refer to the situation where you’re not doing what you want. So resistance comes first, and resistance remains superior to the forces of the process; power relation are obliged to change with the resistance. So I think the resistance is the main word, the key word, in this dynamic” (Lotringer, 1989).
Stabilitas Politik       
	Sistem daftar tunggu haji adalah produk birokrasi  yang dibangun berdasarkan sebuah konsensus politik akomodasi, di mana partai berkuasa memberikan kursi jabatan dalam Kemenag pada partai-partai lain untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas. Tentu saja kebijakan ini menjadi bias dari berbagai kepentingan. Publik juga meragukan ketulusan apakah sistem daftar tunggu haji diciptakan hanya semata-mata untuk meregulasi atau ada kepentingan jangka pendek dari kelompok tertentu.  Tetapi, sistem daftar tunggu haji adalah produk hasil atau outcome dari sebuah entitas politik yang stabil. 
	Pengelolaan negara membutuhkan  sebuah kondisi politik yang stabil. Stabilitas politik merupakan syarat fundamental untuk menopang elemen-elemen pembangun negara itu sendiri seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Diakui bahwa sejak reformasi boleh dikatakan stabilitas politik mengalami kekacauan  disebabkan oleh konflik-konflik ideologis berujung pada perebutan pos-pos strategis dalam kabinet. Dengan sistem politik multipartai memang sulit untuk mencapai sebuah konsensus. Sehingga tidak jarang dibutuhkan tawar menawar politik sampai menjurus pada politik transaksional. Tarik ulur kekuasaan diselesaikan dengan negosiasi sampai semua pihak merasa dipuaskan.   Konsesus politik juga terjadi dalam tubuh Kemenag. Kebijakan yang dikeluarkan Kemenag juga tidak terisolir dan selalu ada intervensi dari partai politik. Seperti halnya kebijakan sistem daftar tunggu yang rasionalisasinya sudah diterima oleh partai politik pengusung. Sepanjang sejarah Kemenag, tarik menarik kekuasaan terjadi di antara partai-partai berideologi Islam dan nasionalis religius seperti Golkar. Penuturan seorang informan, mengungkapkan adanya praktik ’kapling’ kekuasaan antara Nadhlatul Ulama dan Muhamadiyah:    
“Zaman pada saat Gusdur menjadi ketua NU pembagian kekuasaan di Kemenag dan Kementrian Pendidikan antara NU dan Muhammadiyah sudah ada. Komunikasi NU dan Muhammadiyah pada saaat itu lancar-lancar aja” (wawancara, 3 Juni 2014).
Menurut informan pembagian ’kapling’ kekuasaan di antara NU dan Muhammdiyah dilakukan tidak hanya berdasarkan pertimbangan politik taktis, tetapi terlihat dari semangat dari kelebihan masing masing partai. Muhammadiyah yang mengedepankan pendidikan dan modernisme memiliki banyak pengalaman dalam mengelolah institusi pendidikan. Karena itu, menurut informan distribusi kekuasaan di antara NU dan Muhammadiyah sudah proporsional dan sesuai asas profesionalitas: 
“Sebenarnya dalam konsep Gusdur itu sudah jelas, Muhammadiyah dikasih porsi Departemen Pendidikan, untuk Kementrian Agama harus orang NU, cuma apakah orang Muhammadiyah ga paham atau apa malah pada jaman Gusdur orang Muhammadiyah banyak terlibat, NU mengakui kelebihan Muhammadiyah dalam pendidikan” (wawancara, tanggal 20 Mei 2014).
Distribusi kekuasaan di antara NU dan Muhammdiyah menurut informan telah berjalan baik, saling menghargai, dan seimbang. Partai politik yang mewakili masing-masing ormas juga menunjukkan harmoni dalam hal pembagian teritorial kekuasaan demi mencapai stabilitas politik. 
”Tujuannya supaya ada kestabilan politik, semua suara terakomodasi” (wawancara, 3 Juni 2014).
Dalam kondisi seperti di Indonesia yang multikultur dengan kompleksitas ragam budaya,  menurut informan politik akomodasi adalah solusi yang tepat. Untuk menengahi perbedaan yang tajam di antara partai politik, dibutuhkan sebuah hubungan sejajar (horizontal linkage) dalam koridor penegakkan kepentingan masyarakat, pembangunan, demokratisasi, perumusan kebijakan proyek-proyek bersama partai politik. Pemberdayaan ekonomi konstituen akan mampu menguatkan posisi tawar menawar (bargaining position) antara partai dengan wakilnya di legislatif, partai dengan pemerintah. 
“Dari pengalaman yang lalu dengan pembagian kekuasaan NU di Kemenag dan Muhammadiyah di Mendiknas itu sudah baik mengapa harus dirubah-rubah lagi? Bentuk yang stabil ini ga perlu diubah lagi, walaupun ga ada perjanjian tertulis”(wawancara, 30 Mei 2014). 
Dipandang secara pragmatisme, bagi-bagi kekuasaan pola NU dan Muhammadiyah merupakan upaya mencari kebaikan bersama. Tetapi, dalam perspektif kritis akomodasi sebagai upaya ’membius’ daya kritisme terhadap negara yang menghendaki ketundukan mutlak warganya sesuai dengan wataknya yang intervensionis (Wahid, 2001). Sehingga menurut informan, model bagi-bagi kekuasaan seperti ini bukan sesuatu yang fundamental hanya bersifat sesaat dan untuk kepentingan jangka pendek. 
”Boleh saja kita melihatnya begitu, memang tercapai keadaan politik yang stabil tapi itu tidak permanen. Dinamika politik selalu berubah-ubah, dan Muhammadiyah tidak berarti tidak punya kesempatan di Kemenag” (wawancara, tanggal 29 Agustus 2014).
Penuturan informan bahwa Muhammadiyah pasti punya kesempatan dan peluang memimpin di Kemenag adalah sah karena Nadhlatul Ulama tidak selamanya menguasai Kemenag. Demikian juga sebaliknya, Muhammadiyah tidak memiliki klaim khusus di Kementrian Pendidikan, karena NU juga memiliki peluang yang sama. Inilah konsep politik yang paling tepat dalam merespon multikultural Indonesia. Realitas sistem politik Indonesia yang multipartai mendukung teori Foucault (dalam Eriyanto, 2001) bahwa kekuasaan ada di mana-mana dan tidak dilokasikan pada satu tempat saja. Oleh karena itu, strategi kekuasaan yang mesti dibangun para penguasa. Menurut  Foucault ialah dengan jalan meramu dan membangun kerja sama secara elegan dan secara politik saling menyokong demi terpatrinya sebuah politik kekuasaan yang unggul. 

D. Kesimpulan
	Politik negara pada kebijakan sistem daftar tunggu haji diwujudkan dalam bentuk intervensi negara dalam kehidupan beragama melalui regulasi. Pemerintah dalam hal ini menjalankan politik kekuasaan sekaligus menjaga stabilitas politik dalam rangka menengahi multikulturalisme Indonesia. Kebijakan sistem daftar tunggu adalah kebijakan yang lahir dari elitisme partai dan pengambil keputusan dalam pemerintahan dalam hal ini Kemenag. Kebijakan tersebut bersifat ideologis dan sarat dengan relasi kekuasaan. Negara melalui Kemenag telah memonopoli penyelenggaraan haji karena terlibat sepenuhnya dalam tahapan regulasi, operasional, dan eksekusi di lapangan. Motif dari kebijakan ini adalah memperluas kekuasaan melalui reproduksi kekuasaan melalui sistem regulasi dan aturan yang ideologis demi penguasaan fungsi Kemenag yang strategis dan melimpah dengan sumber daya pendanaan bagi negara dan partai politik. Faktor penyebab politik negara dalam sistem daftar tunggu haji antara lain: (1) politik dan ideologi negara; (2) politik dan ideologi partai dan organisasi masyarakat; (3) leviathan kekuasaan negara dalam  kehidupan beragama; dan 4)  stabilitas politik. Negara membuat kebijakan politik berupa regulasi, aturan dan pembatasan dalam rangka penyeleggaraan negara. Foucault menjelaskan asal muasal kekuasaan dari keinginan kelompok penguasa yang ingin mempertahankan status quo. Dengan demikian menurut Althusser (dalam Takwin, 2009)  kebijakan ini sekaligus bersifat ideologis. Partai politik dan organisasi masa ikut terlibat dalam sirkuit perlombaan dalam praktik-praktik diskursif melalui kebijakan atau regulasi di Kemenag. Campur tangan negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menggambarkan betapa besarnya postur kekuasaan negara. Dalam hal ini pemerintah juga masuk ke ruang-ruang privasi masyarakat seperti ritual keagamaan. Kebijakan pemerintah dalam haji mengungkapkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mengatasi perbedaan pandangan dari berbagai latarbelakang partai dan organisasi masyarakat. Hal ini dicapai untuk menciptakan stabilitas politik.
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